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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007

Sartika

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang
terekploitasi. Tindak pidana perdagangan orang setiap tahunnya mengalami
peningkatan sehingga menjadim isu penting yang membutuhkan perhatian yang
serius dalam penegakan hukum di indonesia. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang
dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007
dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana
perdagangan orang dalam perspektif undang-undang republik indonesia nomor
21tahun 2007. Adapun permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungja
waban pelaku tindak pidana perdagangan orang dan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis
normatif yaitu penelitian data sekunder atau bahan pustaka yang telah dihimpun
kemudian data-data tersebut dideskripsikan dalam bentuk narasi selanjutnya
dianalisis secara kualitiatif.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban
dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan
dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan
perdagangan orang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang
perdagangan orang. Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan
kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan perdagangan
orang. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari
sanksi yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2007

Kata Kunci : pertanggungjawaban, pelaku, tindak pidana, perdagangan
orang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang menjadi lumbung trafficking, secara
tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia
diantaranya sebagai negara asal, perantara dan tujuan. Didalam Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2007 pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 dalam
Undang-undang ini dimaksud dengan :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik
yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatka
n orang tereksploitasi. Perdagangan orang (Human Trafficking) merupakan
bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan
internasional.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan
transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih.
Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi.

Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara,



seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di
antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban,
atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga Kkerja, baik
antardaerah,  antarnegara, pemindah  tanganan  atau transfer,
pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih,
dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di
antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara
terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagali
cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke
daerah - daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan
kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan,
menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan,
menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja,
sampai dengan menggunakan internet.

Dari berbagai kejadian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun
yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan
rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias
gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi
keuangan Negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya
hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius

yang rendah.



Perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum
HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang
rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk
bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak
memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di
dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan
turut mendukung.

Dalam beroperasinya kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup
dan bergerak di luar hukum (tidak terdeteksi oleh hukum). Para pelaku
perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sebuah indikasi lintas
batas Negara dengan cara kerja yang sangat membahayakan korban tindak
pidana. Kejahatan perdagangan manusia berkembang karena adanya
berbagai factor pendorong, salah satunya adalah faktor kemiskinan.
Masyarakat miskin yang beradadi daerah-daerah terpencil dijanjikan
pekerjaan yang gajinya besar yang membuat korban tertarik dengan ajakan
pelaku. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan tingkat pendidikan
yang rendah. Masyarakat berpendidikan rendah tersebut tidak memiliki
pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari pelaku. Selain
itu,adanya pola hidup yang serba instan, yaitu pola hidup yang ingin cepat
mendapatkan kekayan dengan jalan yang cepat dan cara yang mudah. Selain
faktor tersebut masih ada faktor lain, seperti tradisi kawin usia dini, dalam
kondisi konflik bersenjata, dan bencana alam, serta lemahnya penegakan

hukum yang terjadi saat ini. Hal tersebut bukan menjadi fenomena sosial



biasa, tetapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagai akibat dari adanya praktik
tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara perseorangan ataupun jejaring
sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku
dan jaringannya. Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku.
Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan ganjaran negatif
terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat
sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan
terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya
masing masing. Selain itu pertanggungjawaban pidana dapat bermanfaat
dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan
dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pertanggungjawaban pidana
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di
pihak lain pertanggungjawaban pidana itu juga dimaksudkan untuk
mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.
Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa tujuan
pertanggungjawaban pidana mengandung unsur perlindungan masyarakat,
pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pertanggungjawaban
pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat.
Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masya

rakat dan pembinaan bagi pelaku.



Pertanggungjawaban pidana mengakui asas-asas atau keadaan
yang meringankan pertanggungjawaban pidana, mendasarkan pada keadaan
obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual
dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan pertanggungjawaban
pidana adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan
menuju kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pertanggungjawaban pidana bukan merupakan pembalasan
kepada pelaku di mana sanksi perdagangan orang, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling ditekankan pada
tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.
Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk
melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana.
Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan
hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan
mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
Orang, yang mengatur bahwa setiap orang yang memberikan atau
memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain
atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk
mempermudah terjadinya tindak pidana Tindak pidana perdagangan
orang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka termasuk sebagai
penyertaan dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP):



(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

(a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
turut serta melakukan perbuatan;

(b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja

dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Kententuan Pasal 56 KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai
pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu
kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana
atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan fungsi
hakim sebagai pemberi putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana
dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif,
yang menentukan bahwa hak, peristiwa atau kesalahan dianggap telah
terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga
ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang
baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ada nya Undang-udang

Nomor 21 Tahun 2007 yang di berlakukan di Indonesia.penulis merasa



tertarik untuk memilih judul “PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan orang dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
penulis merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan. Adapun
permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pertanggungjawaban PelakuTindak Pidana Perdagangan
orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007?

Ruang Lingkup dan Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah
dikemukakan di atas, maka penulis akan membahas masalah
Pertanggungjawaban Pelaku tindak Pidana Perdagangan Orang dalam
Perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. tujuan yang hendak
dicapai penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.



2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak
pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep
khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan
apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas
suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.*

2. Tindak Pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar
pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.?

3. Human Trafficking adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan
juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri teperti pelacuran (bekerja
atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan

juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia.®

L http://iwww. 1d.m.wikipedia.org/pengertiam-pertanggungjawaban-pidana diakses
pada tanggal 1 November 2019.

2 http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=1
diaksestanggal 1 November 2019.

3 https://alitayu-wordpress-com.cdn.amproject.org/v/s/alitayu/humantrafficking-
perdagangan-manusia diakses tanggal 1 November 2019.



http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=1
https://alitayu-wordpress-com.cdn.amproject.org/v/s/alitayu/humantrafficking-perdagangan-manusia
https://alitayu-wordpress-com.cdn.amproject.org/v/s/alitayu/humantrafficking-perdagangan-manusia

4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan,
dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak
sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah
menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,
baik itu merupakan unsur-unsur subjektif, maupun unsur-unsur objektif
tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana
tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh

pihak ketiga.*

E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode
yang digunakandalam penelitian inin adalah yuridis normatif . metode
penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan
adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada spesifikasi
penelitiannya.® Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan
hukum positif yang menyangkut permasalahan. Spesifikasi ini

dinamakan deskriptif analisis.

4 http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html diakses tanggal 20 November
2019.
5 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul-Press, hal.12.
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2. Sumber data

Penelitian ini mendapatkan data sumber data sekunder yaitu

melalui library research (peneltian kepustakaan) dengan mempergunakan

bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pengolahan data dilakukan

dengan cara terstruktur untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan

jawaban terhadap permasalahan yang akan dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab |

Bab Il

Bab 11

Pendahuluan

Berisi Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang
Lingkup Dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode
Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajkan mengenai
pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, unsur tindak
pidana, tindak pidana perdagangan orang, unsur tindak pidana
perdagangan orang, faktor perdagangan orang,

Pembahasan

Berisi paparan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak

pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang



Bab 1V

11

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Penerapan sanksi
bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.
Penutup

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.
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